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Abstrak : Tanggung jawab hukum para pihak dalam pelaksanaan perjanjian 
sewa menyewa ruko dapat dilihat pada hak dan kewajiban para pihak, baik 
pihak yang menyewakan ruko maupun pihak penyewa ruko. Apabila pihak 
penyewa tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya maka pihak 
yang menyewakan dapat menuntut untuk meminta pelaksanaan perjanjian, 
atau meminta ganti kerugian ataupun bisa kedua-duanya yaitu meminta 
pelaksanaan disertai dengan ganti rugi. 
 
Kata Kunci : Tanggung Jawab Hukum; Para Pihak; Perjanjian Sewa  
   Menyewa Ruko  
 
 
 
PENDAHULUAN 
Pertumbuhan pembangunan dibidang ekonomi dan teknologi, membawa 
pengaruh besar terhadap pembangunan secara umum termasuk 
pembangunan dibidang hukum. Dinamisasi masyarakat (development of 
social) tidak terlepas dari meningkatnya kebutuhan masyarakat yang semakin 
kompleks khususnya terhadap barang-barang sebagai sarana untuk 
meningkatkan taraf hidupnya,dan tidak terlepas juga dari sifat masyarakat 
yang selalu mencari kepuasan.2 Di kota-kota yang merupakan pusat kegiatan 
pemerintahan, pariwisata, perdagangan serta perekonomian yang 
menyebabkan tumbuhnya bermacam-macam usaha, dan dibangunnya 
bangunan untuk tempat usaha. Bangunan untuk usaha tersebut diharuskan 
tidak menyimpang dari Rencana Tata Ruang Wilayah dan tidak mengganggu 
kelestarian lingkungan. Selain itu ditentukan bahwa setiap orang atau badan 
 
1 Dosen Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Yapis Papua 
2 A. Qirom Samsudin Meliala,2005, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta 
Perkembangannya, Liberty, Yogyakarta, Hal. 89 
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hukum yang melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan dampak terhadap 
lingkungan diwajibkan memiliki ijin usaha.  
Di zaman sekarang kebutuhan masyarakat selalu mengalami kemajuan 
yang relatif sangat tinggi. Kebutuhan tempat usaha ialah salah satu hal yang 
cukup berperan dalam mengembangkan usaha dagangnya seperti rumah 
toko (ruko). Kegiatan usaha dagang masyarkat ada yang memerlukan ruko 
namun, tidak semua masyarakat memiliki ruko itu sendiri. Adanya hal 
tersebut untuk memenuhi kebutuhanya mau tidak mau para pelaku usaha 
dagangharus melakukan sewa menyewa ruko yang diinginkan dan dianggap 
strategis untuk tempat usahanya. Kebutuhan akan ruko tersebut menjadi 
salah satu lahan bisnis atau usaha bagi masyarakat yang meiliki tanah atau 
rumah ditempat yang strategis untuk membangun ruko yang khusus 
disewakan kepada pelaku usaha dagang. Adanya keadaan yang demikian 
menyebabkan timbulnya perjanjian sewa menyewa ruko. 
Di kota Jayapura  menjadi salah satu kota yang pembangunannya 
sangat pesat, terbukti dengan banyaknya pembangunan-pembangunan yang 
terjadi. Tidak dipungkiri juga pembangunan rumah toko (ruko) di kota 
Jayapura sangatlah banyak karena banyaknya permintaan akan ruko dan 
lokasi yang dianggap sangat strategis bagi para pelaku usaha dagang 
tersebut. Ruko adalah sebutan bagi bangunan-bangunan di Indonesia yang 
umumnya bertingkat antara dua hingga lima lantai, di mana lantai-lantai 
bawahnya digunakan sebagai tempat berusaha ataupun semacam kantor 
sementara lantai atas dimanfaatkan sebagai tempat tinggal. Ruko biasanya 
berpenampilan yang sederhana dan sering dibangun bersama ruko-ruko 
lainnya yang mempunyai desain yang sama atau mirip sebagai suatu 
kompleks. Banyaknya permintaan ruko yang terjadi menimbulkan minat dari 
pengusaha atau masyarakat untuk membangun ruko yang khusus di 
sewakan. Banyak Bangunan ruko ditemukan di kota-kota besar di Indonesia 
dan biasa ditempati warga-warga kelas menengah. .Perjanjian sewa 
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menyewa ruko banyak digunakan oleh para pihak pada umumnya, karena 
dengan adanya perjanjian sewa-menyewa ruko ini dapat membantu para 
pihak, baik itu dari pihak  penyewa ruko maupun  pemilik ruko akan saling 
mendapatkan keuntungan. Penyewa ruko memperoleh keuntungan dengan 
kenikmatan dari ruko yang di sewa, dan pemilik ruko akan memperoleh 
keuntungan dari harga sewa yang telah diberikan oleh pihak penyewa ruko.  
 
 
PEMBAHASAN DAN ANALISA 
Rumah Toko (Ruko) 
Secara awam pemikiran manusia rumah merupakan tempat yang 
sangat penting bagi manusia, hal ini dikarenakan rumah dapat melindungi 
manusia dari hujan, panas maupun membuat berkumpulnya keluarga. 
Sekarang ini rumah sudah dibagi-bagi menurut daripada fungsinya, misalnya 
saja rumah tempat tinggal, rumah tempat usaha dan rumah tempat tinggal 
yang dijadikan juga sebagai tempat usaha.  
Sebuah tempat tinggal biasanya berwujud  bangunan  rumah,  tempat 
 berteduh, atau  struktur lainnya yang digunakan sebagai tempat manusia 
tinggal. Istilah ini dapat digunakan untuk rupa-rupa tempat tinggal, mulai dari 
 tenda- tenda nomaden hingga  apartemen-apartemen bertingkat. Dalam 
konteks tertentu tempat tinggal memiliki arti yang sama dengan rumah, 
kediaman, akomodasi, perumahan, dan arti-arti yang lain.3  
Pengertian rumah usaha menurut dari Handa S. Abidin ialah: “Rumah 
usaha atau lebih sering disebut tempat usaha adalah tempat yang digunakan 
untuk kegiatan-kegiatan perdagangan, industri, produksi, usaha jasa, 
penyimpanan-penyimpanan dokumen yang berkenaan dengan perusahaan, 
juga kegiatan-kegiatan penyimpanan atau pameran barang- barang, 
termasuk rumah tempat tinggal yang sebagian digunakan untuk kegiatan-
 
3 http://id.wikipedia.org/wik diakses tanggal 11 desember 2017 
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kegiatan tersebut”. Sedangkan rumah tempat tinggal yang dijadikan ruko 
pengertiannya berbeda lagi dengan rumah tempat tinggal dan rumah tempat 
usaha. Ruko adalah salah satu jenis bangunan yang berasal dari kata rumah 
dan toko. Rumah yang berarti tempat berpenghuni dan tokoberarti ruang 
untuk kegiatan usaha, jadi ruko dapat dikatakan sebagai sebuah bangunan 
yang menggabungkan fungsi hunian dan kerja dalam satu tempat. Dengan 
titik tolak yang sederhana ini, menyebabkan ruko dapat berkembang dengan 
sangat pesat. Disamping praktis dan murah, fungsi ruko mampung 
menampung kegiatan dalam sekala ekonomi kecil. 
Perkembangan tren rumah sebagai tempat usaha untuk mensiasati 
efektivitas dan mobilitas yang tinggi dari manusia modern semakin 
menunjukkan perkembangan yang luar biasa akhir-akhir ini. Hal ini dapat 
dilihat dari bisnis properti rumah toko (ruko) yang semakin marak di setiap 
kota di Indonesia tidak terkecuali di Jayapura. Selain itu permintaan klien 
untuk  membangun  rumah sekaligus sebagai tempat usaha dari berbagai 
kalangan seperti dokter, bidan, akupunturis, sampai guru pun membanjir. 
Pemesanan desain ruko ini juga datang dari enterpreuner yang juga 
berkeinginan menjalankan usahanya dari rumah.  
Ruko memang merupakan solusi yang cukup baik untuk mengatasi 
kebutuhan akan rumah tinggal sekaligus juga tempat mengembangkan usaha 
dari rumah. Dari mulai usaha jasa, sampai dengan usaha perdagangan dapat 
mengembangkan usaha mereka melalui  desain ruko sehingga tercipta 
mobilitas dan efektivitas yang tinggi dari para pemakainya. Seperti yang 
sudah dibahas terlebih dahulu, bahwa rumah toko lebih sering disebut 
dengan nama ruko, yang memiliki pengertian yang berbeda-beda dari tiap- 
tiap pemikiran orang.  
Menurut Andie A. Wicaksono “Rumah toko atau lebih sering disebut 
sebagai ruko adalah sebutan bagi bangunan-bangunan di Indonesia yang 
umumnya dibuat bertingkat antara dua hingga lima lantai, di mana fungsinya 
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lebih dari satu, yaitu fungsi hunian dan komersial. Lantai bawahnya 
digunakan sebagai tempat usaha atau kantor, sedangkan lantai atas 
dimanfaatkan sebagai tempat tinggal”.4 Menurut J.D Benyamin “Rumah toko 
adalah bangunan yang digunakan untuk tempat berusaha (berdagang) 
barang dan jasa, dan juga sebagai tempat tinggal pemilik toko tersebut”. 
Berdasarkan pengertian yang telah disebutkan di atas maka secara garis 
besar  dapat  disimpulkan  bahawa  rumah  toko  atau  yang  lebih  sering 
 disebut dengan ruko itu adalah rumah yang dimana memiliki dwifungsi. 
Fungsi yang terdapat dalam rumah toko tersebut antara lain sebagai rumah 
tempat tinggal dan rumah tempat usaha.  
Pada  dasarnya  orang  yang  tinggal  di  ruko,  pada  lantai  dasar 
 sering digunakan  sebagai  tempat  usaha  atau sebagai  tempat  kantor, 
sedangkan  pada lantai berikutnya sering digunakan sebagai tempat tinggal. 
Hal ini dikarenakan agar orang yang menempati ruko tersebut dapat 
membagi waktu dan tempatnya bekerja, agar tidak tercampur aduk antara 
tempat usaha maupun tempat tinggal yang terjadi di dalam 1 (satu) rumah.  
Adapun Tipologi dari ruko biasanya dikenal: 
1. Relatif sempit dengan massa bangunan yang memanjang ke belakang  
2. Kedua sisinya masih saling berdekatan yang menyebabkan kualitas dalam 
bangunan rendah 
 
Perjanjian Sewa Menyewa  
Dalam pergaulan sehari-hari, di masyarakat sering dijumpai adanya 
perjanjian sewa menyewa khususnya yang berkaitan dengan bangunan, hal 
ini dimungkinkan oleh karena popularitas manusia dan luasnya areal yang 
tersedia tidak sebanding, di mana jumlah manusia untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya semakin bertambah besar sedangkan alam sebagai 
 
4 Andie A. Wicaksono, Ragam Desain Ruko (Rumah Toko), Penebar Swadaya, 
Jakarta, 2007, hal 6 
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wadah manusia di dalam memenuhi hajat hidupnya tetap tidak berumah. 
Oleh karena itulah satu sisi dari hukum, khususnya hukum perjanjian 
membuat klasifikasi tentu tentang perjanjian sewa menyewa ini. Pada sistem 
hukum perjanjian sewa menyewa ini adalah suatu perjanjian yang oleh 
undang-undang diberi nama tertentu.  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan batasan tentang 
interprestasi resmi dari apa yang dinamakan perjanjian sewa menyewa, 
sebagaimana tertuang dalam Pasal 1548 KUH Perdata :  “Sewa menyewa 
adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya 
untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, 
selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, oleh 
pihak tersebut belakangan itu disanggupi  pembayaranya”. Dari definisi 
tersebut, maka dapat ditelaah : 
1. Perjanjian sewa menyewa merupakan suatu persetujuan timbal balik 
antara pihak yang menyewakan (pada umumnya pemilik barang) dengan 
pihak penyewa, di mana pihak yang menyewakan menyerahkan sesuatu 
kepada penyewa yang berkewajiban membayar sejumlah harga sewa. 
2. Pihak yang menyewakan menyerahkan sesuatu barang kepada si 
penyewa untuk sepenuhnya dinikmati atau dipakai dan bukan untuk 
dimiliki. 
3. Penikmatan berlangsung untuk suatu jangka waktu tertentu dengan 
pembayaran sejumlah harga sewa yang tertentu pula. 
Sewa-menyewa dalam bahasa Belanda disebut dengan huurenverhuur 
dan dalam bahasa Inggris disebut dengan rent atau hire. Sewa-menyewa 
merupakan salah satu perjanjian timbal balik antara pemilik ruko maupun 
penyewa ruko. Menurut Kamus Besar Bahas Indonesia sewa berarti 
pemakaian sesuatu dengan membayar  uang  sewa  dan  menyewa  berarti 
 memakai  dengan  membayar uang sewa  dan  menyewa  berarti  memakai 
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 dengan  membayar  uang  sewa.5   Sewa-menyewa  adalah  suatu 
 perjanjian  atau  kesepakatan  di mana penyewa    harus membayarkan atau 
memberikan imbalan atau manfaat dari benda atau barang yang dimiliki oleh 
pemilik barang yang dipinjamkan. 6  
Menurut Yahya Harahap “Sewa menyewa adalah persetujuan antara 
pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan 
menyerahkan barang- barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa 
untuk dinikmati sepenuhnya”. Menurut Wiryono Projodikoro, “Perjanjian sewa 
menyewa adalah sebagai salah satu bentuk perjanjian yang diatur di dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan merupakan perjanjian timbal balik 
yang selalu mengacu kepada asas konsensualitas atau  berdasarkan 
 kesepakatan  para  pihak dan merupakan salah satu jenis perjanjian yang 
sering terjadi dalam kehidupan di masyarakat.7  
 
Tanggung Jawab Hukum Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian 
Sewa Menyewa Ruko 
Salah satu aspek yang amat penting dalam perjanjian adalah 
pelaksanaan perjanjian itu sendiri. Bahkan dapat dikatakan justru 
pelaksanaan perjanjian inilah yang menjadi tujuan orang-orang yang 
mengadakan perjanjian. Bagaimana menentukan pelaksanaan yang baik dan 
sempurna? Untuk menentukan  apakah debitur telah melaksanakan 
kewajibannya memenuhi isi perjanjian, ukurannya didasarkan pada kepatutan 
atau behoorlijk  Artinya, debitur telah melaksanakan kewajibannya menurut 
yang sepatutnya, serasi dan layak menurut semestinya sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan yang telah mereka setujui bersama. Apakah 
pelaksanaan telah dilakukan dengan selayaknya atau sepatutnya, harus 
dilihat pada “saat pelaksanaan” perjanjian. Kreditur tidak dapat 
 
5 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hal 833  
6 Ibid 
7 R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perjanjian dan Perikatan, Pradya Paramita, 
Jakarta, 1987, Hal. 53 
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mempersoalkan atau menuntut kekurang-sempurnaan persiapan 
pelaksanaan.  
Sejak saat pelaksanaan perjanjianlah tanggung jawab dapat ditagih 
pada debitur, terutama segala kekurangan  yang merugikan atau kurang 
tepatnyawaktu pelaksanaan; sehinggga debitur dapat dianggap telah berbuat 
tidak sepatutnya. Setiap pihak yang membuat perjanjian, terutama pihak 
kreditur sangat menghendaki agar pelaksanaan perjanjian  diusahakan 
dengan sempurna secara “sukarela” sesuai dengan isi ketentuan perjanjian. 
Akan tetapi tentu tidak semua berjalan sebagaimana mestinya. Boleh jadi 
debitur “ingkar secara sukarela” menepati  pelaksanaannya. Keingkaran 
debitur inilah yang memberi hak kepada kreditur untuk memaksa debitur 
melaksanakan prestasi. Umumnya pemaksaan pelaksanaan prestasi harus 
melalui kekuatan putusan vonnis pengadilan; yang menghukum debitur 
melunasi prestasi serta membayar ganti rugi (schade vergoeding). Dan 
schadevergoeding/ganti rugi ini seperti yang akan dibicarakan lebih lanjut 
adalah akibat dari : pelaksanaan pemenuhan prestasi terlambat dari waktu 
yang telah ditentukan dan terdapat cacat pelaksanaan, atau tidak melakukan 
pelaksanaan yang selayaknya/sepatutnya.  
Perjanjian kalau dilihat dari wujudnya adalah merupakan rangkaian 
kata-kata yang mengandung janji-janji atau kesanggupan-kesanggupan yang 
diucapkan atau dituangkan dalam bentuk tulisan oleh pihak-pihak yang 
membuat perjanjian. Dalam perjanjian tercantum hak-hak dan kewajiban-
kewajiban dari pihak-pihak yang membuatnya. Perjanjian tidak akan ada 
artinya kalau prestasinya tidak dapat diwujudkan atau tidak mungkin dapat 
diwujudkan. Untuk mengetahui itu perlu ada tanggung jawab. Jadi disamping 
kewajiban berprestasi perlu juga diimbangi dengan tanggung jawab 
melakukan prestasi, jika tanggung jawab ini tidak ada, maka kewajiban 
berprestasi tidak ada artinya menurut hukum. Apa isi tanggung jawab itu? 
harta kekayaan debitur menjadijaminan atau taruhannya jika debitur tidak 
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memenuhi prestasinya. Apakah yang dapat dituntut dari seorang debitur yang 
lalai? Si berpiutang dapat memilih antara berbagai kemungkinan : 
a.  Pertama, ia dapat meminta pelaksanaan perjanjian, meskipun 
pelaksanaan ini sudah terlambat. 
b.   Kedua, ia dapat meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang 
dideritanya, karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan, atau 
dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya. 
c.   Ketiga, ia dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan 
penggantian kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat terlambatnya 
pelaksanaan perjanjian. 
d.  Dalam hal suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal alik, 
kelalaian satu pihak memberikan hak kepada pihak yang lain untuk 
meminta pada hakim supaya perjanjian dibatalkan, disertai dengan 
permintaan penggantian kerugian 
Namun berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, dalam 
perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai akibat hukumnya yaitu yang 
memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata :  
1. Berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatkannya. 
Artinya para pihak harus mentaati perjanjian itu sama dengan mentaati 
undang-undang. Jika ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, 
maka ia dianggap sama dengan melanggar undang-undang, ada akibat 
hukum tertentu, yaitu dapat dikenakan sanksi hukum. Jadi barang siapa 
melanggar perjanjian, ia akan mendapatkan hukuman/sanksi seperti 
yang ditetapkan alam undang-undang.Perjanjian mempunyai kekuatan 
mengikat dan memaksa. Dalam perkara perdata, hukuman bagi pihak 
yang melanggar perjanjian ditetapkan oleh hakim berdasarkan undang-
undang atas permintaan pihak lain yang dirugikan.Menurut undang-
undang pihak yang melanggar perjanjian diharuskan: 
a. Membayar ganti kerugian (1243 KUHPerdata) 
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b. Perjanjian dapat diputuskan (1266 KUHPerdata) 
c. Menanggung/ resiko (1237 KUHPerdata) 
d. Membayar biaya perkara bila digugat di pengadilan (181 ayat (1) HIR) 
2. Tidak  dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak kecuali atas 
persetujuan kedua belah pihak (jadi dijanjikan lagi) atau karena alasan 
yang cukup menurut undang-undang, maka perjanjian dapat ditarik 
kembali atau dibatalkan secara sepihak.  
3.  Harus dilaksanakan dengan itikad baik.Artinya pelaksanaan perjanjian 
harus mengindahkan norma-norma: 
a. Kepatutan (artinya kepantasan, kelayakan, kesesuaian, kecocokan) 
b. Kesusilaan (artinya kesopanan, keadaban)Kepatutan dan kesusilaan 
itu sebagai nilai yang patut, pantas, layak, sesuai, cocok, sopan, dan 
beradab sebagaimana sama-sama dikendaki oleh masing-masing 
pihak yang berjanji. Jadi apa yang harus dipenuhi itu harus sesuai 
dengan kepatutan kesusilaan 
Perjanjian yang akan bahas adalah perjanjian sewa menyewa ruko 
dalam pelaksanaannya. Perjanjian sewa menyewa yang diatur dalam Pasal 
1548 KUHPerdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu 
mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan 
dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran 
sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi 
pembayarannya. Dengan kata lain dalam kesepakatan ini di mana penyewa 
ruko harus membayarkan atau memberikan imbalan sedangkan pemilik 
ruko memberikan manfaat dari ruko yang disewa oleh penyewa ruko. Yang 
dimaksud dengan pelaksanaan disini ialah perbuatan merealisasikan atau 
memenuhi hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak, 
sehingga tercapai tujuan mereka. Masing-masing pihak melaksanakan 
perjanjian dengan sempurna sesuai dengan apa yang telah disetujui untuk 
dilakukan. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban itu yaitu:  
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1. Hak Pemilik barang: 
a. Berhak atas biaya sewa yang telah disepakati dengan penyewa. 
b. Berhak menyita barang -barang perabot rumah penyewa  apabila 
penyewa wanprestasi, seperti tidak membayar biaya sewa 
(pandbeslag).  
c. Berhak meminta ganti rugi kepada penyewa apabila karena kelalaian 
penyewa menimbulkan kerusakan atas barang miliknya. 
d. Berhak membatalkan perjanjian, apabila pihak penyewa 
menyalahgunakan barang yang disewakannya. 
2. Kewajiban Pemilik barang 
a. Menyerahkan barang  yang disewa  kepada penyewa. 
b. Menjamin penyewa bahwa barang yang disewakan itu tidak akan ada 
tuntutan dari pihak lain selama masa persewaan berlangsung. 
c. Dalam kurun waktu sewa-menyewa, pemilik barang harus melakukan 
perbaikan-perbaikan pada barang-barang yang disewakan, kecuali 
perbaikan yang kecil-kecil, yang merupakan kewajiban si penyewa.  
3. Hak penyewa 
a. Berhak menerima dan memakai barang yang telah disewakannya 
dari pemilik barang. 
b. Berhak menuntut pemilik barang apabila ia mendapat tuntutan dari 
pihak lain karena, misalnya, ternyata barang tersebut bukan pemilik 
menyewa. 
c. Berhak meminta pemilik barang untuk melakukan perbaikan-
perbaikan barang yang rusak bukan karena kelalaiannya. 
4. Kewajiban penyewa 
a. Membayar biaya sewa yang telah disepakati dengan pemilik. 
b. Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa, sehingga 
barangnya tetap dapat dipakai sebagaimana manfaatnya. 
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c. Tidak mengalihkan barang yang disewanya kepada pihak lain tanpa 
izin pemilik barang yang disewakan. 
d. Melakukan perbaikan-perbaikan yang kecil terhadap barang yang 
disewanya. 
Berdasarkan uraian diatas, ketika perjanjian akan dilaksanakan 
maka pada kedua belah pihak, baik pemilik ruko maupun penyewa ruko 
melekat hak-hak dan kewajiban-kewajiban itu. Dan apabila pada 
kenyataan pihak yang satu yaitu penyewa ruko tidak melaksanakan apa 
yang menjadi kewajibannya maka pihak yang lainnya yaitu pemilik ruko 
dapat menuntut haknya untuk mengganti kerugian atau menuntut 
melaksanakan perjanjian, ataupun kedua-duanya.  
 
PENUTUP 
Kesimpulan  
Bahwa tanggung jawab hukum para pihak dalam pelaksanaan 
perjanjian sewa menyewa ruko dapat dilihat pada hak dan kewajiban para 
pihak, baik pihak yang menyewakan ruko maupun pihak penyewa ruko. 
Apabila pihak penyewa tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya 
maka pihak yang menyewakan dapat menuntut untuk meminta pelaksanaan 
perjanjian, atau meminta ganti kerugian ataupun bisa kedua-duanya yaitu 
meminta pelaksanaan disertai dengan ganti rugi. 
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